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INTISARI

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penyebab terjadinya peralihan hak
milik atas tanah dan untuk mengetahui pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah
yang dilakukan oleh warga transmigran di Kecamatan Paguyaman Kabupaten
Boalemo Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, sedangkan untuk
menganalisis data digunakan analisis tabulasi yaitu dengan cara memasukkan data
kedalam tabel kemudian diinterpretasikan, selanjutnya dianalisis sesuai dengan
permasalahan yang diajukan dandisajikan dalam bentuk deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan hak milik atas tanah karena jual
'beli yang dilakukan oleh warga transmigran di Kecamatan Paguyaman menurut
alasan responden penjual jika ditinjau darijumlahresponden penjual (96 KK), paling
banyak disebabkan oleh adanya kebutuhan ekonomi (89,59 %). Demikian pula halnya
apabila ditinjau dari jenis bidang tanah yang dijual dimana paling banyak adalah
tanah usaha I sebanyak 59 bidang atau sebesar 32,4 % dengan alasan paling banyak
adalah kebutuhan ekonomi (93,4 %).Kebutuhan ekonomi yang dialami oleh pihak
penjual terdiri dari pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, ongkos pulang ke daerah
asal, menyekolahkan anak dan peningkatan pendapatan. Adapun yang paling
terbanyak adalah pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari (42,71%).Sedangkan
alasan responden membeli tanah apabila ditinjau dari jumlah responden pembeli
(lima puluh KK), paling banyak alasannya untuk peningkatan pendapatan (89,59 %).
Sedangkan apabila ditinjau dari jenis bidang tanah yang dijual paling banyak
alasannyauntuk perkebunantebu (47,3 %).

Pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah karena jual beli di lokasi
transmigrasi paling banyak jual beli tidak melalui PPAT/dibawah tangan (92,9 %).
Hal ini karena masih berlakunya larangan untuk peralihan hak milik atas tanah di
lokasi transmigrasi dalam jangkawaktu sepuluh tahunsejak diterbitkan sertipikat dan
hal ini berkaitan dengan alat bukti yang digunakan pada waktu jual beli dimana
paling banyak alat buktinya tidak dibuat olehPPAT (92,9 %), sedangkan alat bukti
yang dibuat oleh PPAT berupa akta PPAT hanya sebesar 7,1 %. Dalam
perkembangan selanjutnya sebagian transaksi jual beli yang sebelumnya belum
dibuatkan akta setelah melewati jangka waktu sepuluh tahun, sekarang ini telah
dibuatkan akta PPAT (59,9 %). Dengan demikian sisa jual beli yang belum dibuatkan
akta PPAT sebesar 40,1 %. Selanjutnya yang sudah dibuatkan akta PPAT,sebagian
besar tidak didaftarkan di Kantor Pertanahan (94,5 %).Alasan akta PPAT tersebut
belum didaftarkan di Kantor Pertanahan karena sebagian besar (83,5 %) akan
diusulkan Hak Guna Usaha oleh PT. Rajawali Tolango Hula kepada Badan



ditinjau dari jenis bidang tanah yang dijual serta dari pihak pembeli alasan yang
paling banyak adalah untuk peningkatan pendapatan apabila ditinjau dari jumlah
responden pembeli dan untuk areal penanaman tebu apabila ditinjau dari jenis bidang
tanah yang dibeli. Adapun tentang pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah oleh
warga transmigran di lokasi transmigrasi Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo
tidak sesuai dengan Pasal 37 PP. 24/1997 karena jual beli tersebut banyak dilakukan
tidak melalui PPAT/Camat yakni banyak dilakukan dibawah tangan dan tidak
didaftarkan di Kantor Pertanahan.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kegiatan pembangunan yang dinamis dan disertai dengan ragamnya di segala

bidang, menuntut akan adanya peningkatan luas tanah yang harus disediakan untuk

menampung segala kegiatan tersebut, sedangkan luas tanah relatif tetap. Tanah

sebagai sumber daya dan sebagai salah satu unsur ruang wilayah yang merupakan

karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia, adalah kekayaan nasional

yang harus dikelola dengan sebaik - baiknya agar dapat memberikan sebesar - besar

kemakmuran rakyat yang berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945.

Seiring dengan hal tersebut diatas, dengan adanya pertambahan penduduk dan

dorongan kebutuhan manusia akan tanah menyebabkan dicarinya berbagai altematif

untuk mendapatkan tanah baik secara intensif maupun secara ekstensif guna

memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidupnya, sehingga pada gilirannya

memerlukan penataan akan penggunaan tanah serta pemeliharaan lingkungan hidup

sesuai dengan program - program pembangunan dan rencana tata ruang wilayah.

Melihat kenyataan tersebut maka jelas bahwa persoalan tanah semakin

kompleks. Di sisi lain pemerintah hams meningkatkan pembangunan di segala bidang

yang mesti membawa konsekuensi yaitu kebutuhan akan tanah semakin meningkat,

karena hampir semua pembangunan memerlukan tanah untuk memenuhi



tanah semakin meningkat dan pertumbuhan penduduk di Indonesia relatif tinggi serta

terjadi ketimpangan persebaran penduduk antara wilayah di Indonesia, temtama

peningkatan jumlah penduduk di Pulau Jawa dan Bali.

Pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi di Pulau Jawa dan Bali

mengakibatkan pemilikan tanah pertanian semakin kecil yang disebabkan karena

adanya desakan -desakan ekonomi sehingga para petard menjual sebagian tanahnya.

Dengan jumlah penduduk yang sangat besar, disertai dengan persebarannya

yang belum serasi dan seimbang dengan daya dukung alam dan lingkungan, dapat
menimbulkan kerawanan sosial ataupun kemsakan lingkungan. Persebaran penduduk

yang belum serasi dan seimbang tersebut menyebabkan pembangunan yang

dilaksanakan belum merata sehingga ada kecenderungan wilayah yang berkembang

menjadi berkembang dengan konsentrasi penduduk yang sangat padat. Sebaliknya

wilayah yang kurang berkembang makin tertinggaWengan konsentrasi penduduknya

terpencar - pencar dalam kelompok kecil sehingga sulit untuk berkembang. Sebagai

upaya untuk mengatasi masalah penduduk tersebut diadakan program transmigrasi.

Program transmigrasi merupakan salah satu upaya dari pemerintah dalam

mengatasi masalah kepadatan penduduk di Pulau Jawa dan Bali, mengembangkan

daerah yang bam yang kurang penduduknya di luar Pulau Jawa dan Bali.

Pembangunan transmigrasi diarahkan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, menata persebaran penduduk secara serasi dan
seimbang dengan daya dukung wilayah dan daya tampung lingkungan,
mendukung pembangunan daerah serta lebih memperkokoh persatuan
dan kesatuan bangsa ( GBHN Tahun 1998, Bab V, Bagian F angka 13,



dalam penanganannya memerlukan keterpaduan penggunaan tanah untuk program

transmigrasi tersebut yang pada dasamya mempakan penggunaan tanah dalam skala

besar, yang meliputi areal yang cukup luas. Oleh sebab itu adalah wajar apabila di

dalam pelaksanaan program transmigrasi tersebut seperti pengadaan tanah, pemberian

hak atas tanah, peralihan hak milik atas tanah di lokasi transmigrasi adakalanya

dijumpai hambatan - hambatan di lapangan, untuk itu di dalam penanganannya

diperlukan koordinasi yang baik dengan berbagai instansi terkait yang antara lain

unsur Pemerintah Daerah, Badan Pertanahan Nasional, DepartemenTransmigrasi,

Dinas Pertanian,Kehutanandan lain - lain.

Di Provinsi Sulawesi Utara terdapat lokasi Unit Pemukiman Transmigrasi

yang tersebar di tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten

Gorontalo dan Kabupaten Boalemo, baik transmigran umum maupun transmigran

lokal. Kabupaten Boalemo mempakan hasil pemekaran dari Kabupaten Gorontalo

yang terbentuk berdasarkan Undang - undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang

pembentukan Kabupaten Boalemo, sehingga pada waktu penempatan transmigrasi

sejak tahun 1976 sampai dengan tanggal 17 April 1994 lokasinya masih dalam

wilayah Kabupaten Gorontalo yang terdiri atas 5 (lima) wilayah kecamatan yakni

Kecamatan Paguyaman; Kecamatan Tilamuta; Kecamatan Paguat; Kecamatan

Marisa; dan Kecamatan Popayato. Adapun luas wilayah Kabupaten Boalemo

berdasarkan Undang-undang Nomor 50 tahun 1999 adalah 6.739,27 Km2.

Dalam wilayah administrasi Kabupaten Boalemo penyebaran unit pemukiman



Tilamuta, Kecamatan Paguat, Kecamatan Marisa dan Kecamatan Popayato. Dengan

demikian seluruh wilayah kecamatan di wilayah administrasi Kabupaten Boalemo

sebagai daerah tujuan transmigrasi.

Dari lima kecamatan tersebut diatas, Kecamatan Paguyaman mempakan

kecamatan yang pertama kali menerima transmigran dengan tahun penempatan

1953 -1954 yang berasal dari Jawa Tengah dimana dialokasikan di Desa Sidomulyo

Kecamatan Paguyaman. Dalam perkembangan selanjutnya menyusul di kecamatan

lain serta desa yang lain di kecamatan Paguyaman itu sendiri yakni di Desa Bongo L

Desa Bongo II, Desa Bongo III serta Desa Bongo IV. Selain itu khususnya untuk

Desa Sidomulyo sekarang ini telah masuk kedalam wilayah Kecamatan Boliohuto

Kabupaten Gorontalo (hasil pemekaran dari Kecamatan Paguyaman sebelum

terbentuk Kabupaten Boalemo).

Menyadari betapa pentingnya keberadaan tanah bagi kehidupan manusia

maka untuk memenuhi kebutuhan akan tanah, manusia sering melakukan berbagai

upaya antara lain dengan melakukan jual beli tanah, hibah, tukar menukar dan lain -

lain. Upaya atau cara - cara demikian dikategorikan sebagai bentuk - bentuk

perbuatan hukum yang bertujuan mengalihkan atau memindahkan suatu hak atas

tanahkepadaoranglain.

Pengalihan hak - hak atas tanah ini tidak hanya meliputi jual beli saja
tetapi pengalihan hak pemilikan ini dapat juga terjadi karena hibah, tukar
menukar, pemberian dengan wasiat dan perbuatan - perbuatan lain yang
bermaksud memindahkan hak pemilikan atas tanah (Harun AI Rashid,
1987:50).



tanah, baik melalui PPAT maupun peralihan hak atas tanah dibawah tangan (tanpa

dibuktikan dengan akta PPAT). Peralihan hak atas tanah secara di bawah tangan

bempa jual beli tanpa melalui akta PPAT, jual beli dengan pemberian kuasa mutlak,

penguasaan tanah tanpa adanya alas hak, hibah tanpa akta PPAT, pewarisan tanpa

adanya surat keterangan warisan dari pemerintah desa dan penyimpangan -

penyimpangan lain atas penguasaan, pemilikan tanah serta peralihan hak atas tanah

yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

tentang Pendaftaran Tanah.

Untuk mengatur proses peralihan hak milik atas tanah di lokasi transmigrasi,

Pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan bempa Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 12 Tahun 1978 tentang Larangan Pemindahan Hak Milik Atas Tanah Yang

Diperoleh Dari Hasil Pelaksanaan Transmigrasi, termuat dalam Pasal 1 humf (a),

yaitu:

Di dalam jangka sepuluh tahun sejak didaftarkan hak tersebut di
Kantor Pertanahan setempat, tanah tersebut dilarang untuk dialihkan
kepada siapapun, kecuali setelah mendapat ijin terlebih dahulu dari
Bupati Kepala Daerah Tingkat II setempat (Departemen Dalam Negeri,
Dirjen Agraria, 1985 : 3).

Selain itu hal ini terkait pula dengan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang - undang

Landreform (UU. Nomor 59/prp/1960) dimana dilarang pemindahan hak atas tanah

pertanian yang berakibat pemilikan dibawah dua hektar, serta dipertegas dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah Nomor 41

Tahun 1964 tentang larangan pemindahan hak atas tanah yang berakibat pemecahan



Disamping itu juga apabila peralihan hak milik sudah bisa dilaksanakan di

lokasi transmigrasi tersebut maka harus didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat

dimana Kantor Pertanahan mempakan pelaksana pengelolaan pencatatan didalam

daftar umum yaitu :daftar tanah, daftar nama, daftar buku tanah dan daftar surat ukur.

Namun kenyataannya terjadinya peralihan hak milik atas tanah di lokasi

transmigran tersebut antara lain disebabkan oleh jual beli hak milik atas tanah

dilaksanakan sebelum tanah tersebut dikuasai selama sepuluh tahun bertumt - turut

sejak didaftarkan di Kantor Pertanahan sehingga peralihan haknya tanpa dibuatkan

akta PPAT serta masih ditemui yang belum mendaftarkan peralihan haknya di

Kantor Pertanahan setempat, karena dengan adanya akta yang dibuat oleh PPAT,

pemegang hak itu menganggap bahwa akta tersebut sudah ada kepastian hukum

tentang pemilikan hak atas tanah yang dibelinya tanpa mendaftarkan peralihan

haknya di Kantor Pertanahan setempat.

Peralihan hak milik atas tanah yang terjadi di lokasi transmigrasi mempakan

usaha dari warga transmigran dalam pencapaian taraf hidup yang lebih baik dengan

melakukan usaha peningkatan pendapatan di sektor lain, adanya desakan ekonomi,

tanah kurang subur, konflik penguasaan dan pemilikan tanah, tingkat pendidikan

yang masih rendah. Selain itu harga tanah pertanian yang tinggi di lokasi transmigrasi

dapat menyebabkan peralihan hak milik atas tanah dengan harapan dapat membeli

tanah yang lebih luas di tempat lain atau digunakan sebagai modal usaha di sektor

non pertanian.



maupun pola hidup para transmigran di lokasi yang bam serta pembahan subyek hak

apabila ditinjau dari segi yuridis.

Berdasarkan pembahan - pembahan dari segi yuridis yang disebabkan

oleh peralihan hak milik atas tanah di lokasi transmigrasi Kecamatan

Paguyaman Kabupaten Boalemo, maka penulis berkeinginan mengadakan

penelitian yang kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul:

"PERALD3AN HAK MBLIK ATAS TANAH OLEH WARGA

TRANSMIGRAN DI LOKASI TRANSMIGRASI KECAMATAN

PAGUYAMAN KABUPATEN BOALEMO PROVTNSI SULAWESI UTARA «.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah Penelitian

1. Perumusan Masalah Penelitian

Perkembangan yang terjadi pada proyek - proyek transmigrasi di

wilayah Kabupaten Boalemo, setiap tahun terns mengalami pembahan.

Pembahan - pembahan yang terjadi tersebut antara lain disebabkan oleh dinamika

kependudukan baik dari transmigran sebagai pendatang maupun masyarakat di sekitar

lokasi pemukiman sebagai penduduk asli. Selain itu pembahan yang terjadi dalam

perkembangannya transmigrasi di Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo sejak

penempatan pertama tahun 1976 sampai dengan tahun 1999 telah terjadi peralihan

hak milik atas tanah, dimana dalam hal ini tanah - tanah di lokasi transmigrasi

tersebut mengalami pembahan dari segi penguasaan dan pemilikan tanah.



tanpa akta PPAT, warisan tanpa dibuatkan surat keterangan warisan dari Kepala

Desa, akta PPAT tanpa diikuti pendaftarannya di Kantor Pertanahan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis memmuskan masalah

penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi peralihan hak milik atas tanah yang dilakukan oleh warga

transmigran di Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo ?

2. Bagaimana pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah di lokasi transmigrasi

Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo ?

2. Pembatasan Masalah Penelitian

Dalam penelitian ini mengingat keterbatasan pengetahuan penulis, waktu dan

keterbatasan dana, agar pelaksanaan penelitian lebih terarah dan jelas, maka penulis

membatasi pokok permasalahan.

Adapun pembatasan permasalahan dalam penulisan laporan penelitian

ini adalah:

1. Penelitian dilakukan pada lokasi proyek tansmigrasi Kecamatan Paguyaman yang

terdiri dari empat desa yaitu :Desa Bongo I, Bongo II, Bongo III dan Bongo IV.

2. Peralihan hak milik atas tanah hanya yang termasuk dalam perbuatan hukum oleh

warga transmigran di Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo.

3. Perbuatan hukum dimaksud khususnya jual beli, karena jual beli mempakan

nerbuatan hukum yang paling banyak dilakukan oleh warga transmigran di lokasi



Perbuatan hukum lainnya seperti tukar menukar, hiban, pemberian dengan wasiat

dan Iain-lain.

4. Peralihan hak milik atas tanah oleh warga transmigran* terhitung mulai warga

transmigran menerima surat tanda bukti hak atas tanah bempa sertipikat hak milik

atas tanah sampai dengan tahun 1999.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya peralihan hak milik atas tanah yang
dilaksanakan oleh warga transmigran di lokasi .transmigrasi Kecamatan

Paguyaman Kabupaten Boalemo.

b. Untuk mengetahui pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah di lokasi
transmigrasi Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo.

2. Kegunaan Penelitian

a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis yang nantinya akan
mengemban tugas di bidang pertanahan.

b. Untuk memberikan bahan yang bersifat informatif dalam penyelenggaraan
kegiatan peralihan hak milik atas tanah di lokasi transmigrasi sebagai bahan
pertimbangan dalam merumuskan kebijaksanaan bagi penyelenggara program

„K.ri masukan keoada Pemerintah pada umumnya dan-l*-4-si maml



BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penyajian dan analisa data yang telah dikemukakan diatas,

makadapatditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peralihan hak milik atas tanah dilakukan oleh warga transmigran Kecamatan

Paguyaman Kabupaten Boalemo Provinsi Sulawesi Utara baik ditinjau dari

jumlah responden ataupun berdasarkan jenis bidang tanah lebih banyak

disebabkan oleh faktor adanya kebutuhan ekonomi dari pihak penjual dan usaha

peningkatan pendapatan dari pihak pembeli.

2. Pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah karena jual beli di lokasi transmigrasi

paling banyak banyak jual beli tidak melalui PPAT (dibawah tangan). Hal ini

disebabkan karena masih berlakunya larangan untuk peralihan hak milik atas

tanah di lokasi transmigrasi dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak diterbitkan

sertipikat, dimana responden mengetahui peraturan tersebut namun karena adanya

kebutuhan ekonomi maka responden tetap menjual tanahnya. Selanjutnya jual beli

yang telah dibuatkan akta PPAT banyak yang belum didaftarkan di Kantor

Pertanahan.Adapun alasan belum didaftarkan di Kantor Pertanahan karena tanah

tersebut akan diusulkan Hak Guna Usaha ke Badan Pertanahan Nasional.
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B. Saran

1. Di lokasi taransmigrasi tersebut perlu diadakan suatu program untuk

meningkatkan kesejahteraan warga transmigran. Adapun program pembangunan

yang dijalankan oleh Kabinet Pemerintahan Reformasi yang seirama dengan hal

ini adalah Kredit Usaha Tani (KUT) karena tanah yang diberikan kepada warga

transmigran sebesar 1,75 hektar merupakan tanah pertanian serta warga

transmigran tersebut pada dasamya mempunyai mata pencaharian sebagai petani.

2. Untuk penempatan transmigran di masa mendatang perlu memperhaukan

masyarakat setempat (lokal) yang masih membutuhkan tanah, hal ini dapat

ditempuh dengan mengadakan penambahan jumlah transmigran lokal yang

diikutkan dengan transmigran umum serta perlu diadakan pendataan kembali

warga transmigran terutama warga transmigran pengikut yang telah berkeluarga

dan membutuhkan tanah untuk ditempatkan ke lokasi transmigrasi baru.

3. Adanya koordinasi dan momtoring/pengawasan instansi yang terkait dengan

transmigrasi dalam mengantisipasi peralihan hak milik atas tanah di lokasi

transmigrasi.

4. Perlu adanya penyuluhan pertanahan kepada masyarakat di lokasi transmigrasi

terutama mengenai prosedur peralihan hak milik atas tanah yang diperoleh dari

proyek transmigrasi serta adanya sosialisai peraturan yang berhubungan dengan

ketentuan di bidang transmigrasi dan transparansi biaya peralihan hak milik atas
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